BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Menimbang

Mengingat

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 1

1.

Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, schingga
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito
Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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10.

il.

12.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5074);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomeor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan

dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
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13.

14.

15.

16.

17,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Peraturan Pemerintah Nomeor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 903) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 768);
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26.

27.

28,

29.

30.

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor 36, Nomor
Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor 02,79/2017);

Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2014 Nomor 180);

Peraturan Bupati Katingan Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2014 Nomor 181);

Peraturan Bupati Katingan Nomor 41 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 32 Tahun
2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016 (Berita
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 285).

MEMUTUSEKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.

Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
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Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
penyelenggara Pemerintah Daerah;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Bupati adalah Bupati Katingan;

Pertanggungjawaban adalah Laporan Keuangan yang disusun
sesuai Standar Akuntansi Pemerintah yang terdiri atas Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,
Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan;

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Katingan.

BAB II
REALISASI ANGGARAN
Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016 terdiri atas :

Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah 46.280.722.191,85
b. Dana Perimbangan 1.043.042.227.543,08
c¢. Lain-lain Pendapatan yang Sah 35.587.976.954,52
Jumlah Pendapatan 1.124.910.926.689 45
Belanja
a. Belanja Operasi
1) Belanja Pegawai 399.448,406.756,62
2) Belanja Barang dan Jasa 259.328.393.466,43
3) Belanja Subsidi 1.449.919.197,00
4) Belanja Hibah 59.400.949.828,00
5) Belanja Bantuan Sosial 2.474.731.750,00
722.102.400.998,05
b. Belanja Modal
1) Belanja Modal Tanah 3.561.909.482,00
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin 46.046.147.487,56
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan 92.168.968.446,00
4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ~ 163.197.006.528,00
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.465.927.200,00

309.439.959.143,56
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¢, Belanja Tak Terduga
1) Belanja Tak Terduga A

Jumlah Belanja 1.031.542.360.141,61
d. Transfer
1) Transfer Bagi Hasil Pendapatan 1.154.195.000,00
2) Transfer Bantuan Keuangan 121.862.258.275,00
123,016.453.275,00
Jumlah Transfer 123.016.453.275,00
Pembiayaan Daerah
a, Penerimaan Pembiayaan Daerah 154.601.395.828,05
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 10.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto 144 601.395.828,05
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 114,953.509.100,89
Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 tercantum dalam Lampiran [ Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi

anggaran.

Pasal 5
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 6
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
Katingan ini.
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BAB III
PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
a tanggal, 29-08-2017

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 29-08-2017

KRETARIS DAERAH
ﬁ" TEN KATINGAN,
Y N\
/

"\_#._NIKODEMOS,
-7 'BBRITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2017 NOMOR 365
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